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KATA PENGANTAR PENULIS 
 

lhamdulillahi rabbil ’alamin, puji syukur kami panjatkan 

ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan 

petunjuk-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan 

dengan baik. Buku ini berjudul "Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Sektor Jasa Keuangan". 

Sengketa dalam sektor jasa keuangan merupakan suatu hal 

yang tidak dapat dihindari, terutama dalam dinamika 

perekonomian yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan 

mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, adil, dan transparan 

guna menciptakan harmoni di antara para pelaku industri 

keuangan. 

Buku ini berusaha memberikan pemahaman mendalam 

mengenai beragam aspek penyelesaian sengketa di sektor jasa 

keuangan, dengan penekanan pada asas-asas yang dapat 

diterapkan serta Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penulis 

berharap bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi positif 

dalam menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi 

para praktisi hukum, akademisi, regulator, dan pihak-pihak yang 

terlibat dalam sektor jasa keuangan. 

Dalam menyusun buku ini, penulis berusaha untuk memaparkan 

isu-isu penting seputar penyelesaian sengketa dalam sektor jasa 

keuangan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kami 

berharap pembaca dapat menemukan wawasan yang berharga, 

solusi inovatif, dan panduan praktis untuk mengatasi permasalahan 

sengketa yang mungkin dihadapi. 

Tak lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada 

semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan 

kontribusi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini 

dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi sumber rujukan 

yang berharga bagi semua pembaca. 

A 
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Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi pijakan bagi 

perkembangan lebih lanjut dalam penyelesaian sengketa sektor jasa 

keuangan dan turut mendorong keberlangsungan pertumbuhan 

sektor keuangan yang berdaya saing serta berintegritas tinggi. 

 

 

Banjarmasin, 1 Agustus 2023 

 

 

 

Muhammad Fikri Aufa 
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